PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERATURAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang

Mengingat

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor
dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keungan tentang Tata
Cara Penyampaian Laporan  Transaksi Keuangan

Mencurigakan bagi Profesi;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang

Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709);



Menetapkan

Y

3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN
MENCURIGAKAN BAGI PROFESI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang
selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen
yang dibentuk dalam rangka mencegah dan
memberantas tindak pidana pencucian uang.

2. Profesi adalah Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta
Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana
Keuangan yang ditetapkan sebagai pihak pelapor
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang.

3. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa
hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang
memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang

mengenai advokat.

4. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan
lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
mengenai jabatan notaris atau berdasarkan Undang-

Undang lainnya.






